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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482 

Telp / WA : 085247048967 
Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR :  P / 130 / DLH.188.45 
  

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS  
BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA 

PERIODE 2025 - 2027 
 
                                                                               

KEPALA DINAS, 
 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan 
prinsip Reduce, Reuse dan Recycle secara maksimal 
sehingga menimbulkan dampak negarif terhadap kesehatan 
masyarakat dan lingkungan;  
 

  b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara 
komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara 
ekonomi, sehat bagi masyarakat serta aman bagi 
lingkungan sehingga diperlukan adanya perubahan perilaku 
masyarakat; 
 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 
sampah; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk dan 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Penetapan 
Pengurus Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua 
Periode 2025 – 2027. 
 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan,  Kabupaten Malinau,  
Kabupaten Kutai Barat,  Kutai Timur dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang  
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai daerah otonom di Bidang Lingkungan;  
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);  
 

  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Program 3R dan Bank Sampah; 
 

  8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 
(Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 34). 

    
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan 
Recycle melalui Bank Sampah; 
 

  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. 
 

    
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :   
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Nunukan tentang pembentukan Pengurus Bank Sampah Unit 
Hutan Kota Pagun Banua yang beralaamt di Jl Ujang Dewa                    
Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan 
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan 

Utara; 
 

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Bank Sampah Unit Hutan Kota 

Pagun Banua Periode 2025-2027 sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan ini; 
 

KETIGA : Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan program 
pengelolaan sampah dengan proses 3R, dan menyampaikan 
laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan; 







LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR : P /130/ DLH.188.45 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS 

BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA 

PERIODE 2025 - 2027 

 

 

URAIAN TUGAS PENGURUS BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA 
PERIODE 2025 - 2027 

 

No Jabatan Uraian Tugas 

1 Direktur 1 Bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank 
Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua; 

  2 Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 
(satu)   bulan   sekali dengan  melakukan  rapat 
pengelola bank sampah; 

  3 Memberikanpenghargaan (reward); 

  4 Melaksanakan program kerja sama dengan 
pemerintah   atau badan usaha; dan 

  5 Melakukan pemantauan akan kualitas produk atau 
kualitas     usaha bank sampah. 
 

2 Manajer Umum 1 Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah; 

  2 Menyusun program kerja sama dengan Instansi 
Pemerintah/ Badan Usaha; 

  3 Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah 

  4 Melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan       
Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan; 

  5 Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan 
pengarisipan data Bank Sampah. 

  6 Menyusun program kerja sama dengan Pemerintah 
dan; 

  7 Mencatat laporan dari manager produksi, divisi 
pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan 
divisi pengolahan. 
 

3 Manajer Produksi 1 Mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/ 
pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi 
pengolahan; 

  2 Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah; 

  3 Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi 
pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan 
masyarakat untuk pemanfaatan Sampah; 

  4 Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, 
pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan 
Sampah; 
 

4 Manajer Keuangan dan 
Pemasaran 

1 Mengelola semua aktvitas keuangan dan 
bertanggung           jawab terhadap  cashflow  Bank 
Sampah; 

  2 Melakukan pembukuan transaksi  Bank  Sampah 
melalui   buku kas dan buku tabungan nasabah; 

  3 Menyediakan data pengepul/pembeli sampah; 

  4 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan 
Sampah; 

  5 Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, 
pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan 
Sampah; dan 
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482 

Telp / WA : 085247048967 
Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com 

 

 

  

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR : P / 010 / DLH.188.45  

  

TENTANG 

 

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SEBAGAI               

TENAGA KEBERSIHAN ATAU PEKERJA PERSAMPAHAN  

DI PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

                                                                                

PENGGUNA ANGGARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, maka dipandang 
perlu untuk mengangkat dan menempatkan tenaga kerja 

sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di 
Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Nunukan;  
 

  b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 

melaksanakan tugas yang dimaksud; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Pengguna Anggaran pada  Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan dan 

Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau 
Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 
Anggaran 2025. 

      
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan,  Kabupaten Malinau,  

Kabupaten Kutai Barat,  Kutai Timur dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang  

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

 
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
  6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4578); 

 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 
 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 
04 Seri A Nomor 04); 

 
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1); 

 



 

 

 

 

 

 

 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9); 

 
  14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nunukan Nomor 60 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. 
    

 
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006; 

 
  2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Nunukan; 
 

  3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2024 Nomor 4); 

 
  4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor  1 Tahun 2025 tanggal 

02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran 

Tahun 2025. 
 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   
KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan dan Penempatan 
Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja 

Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 
 

KEDUA : Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan 
gaji/upah dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran keputusan ini; 
 

KETIGA : Tenaga Kerja wajib mentaati disiplin kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi 

tenaga kerja yang tidak mentaati disiplin kerja dikenakan sanksi 
atas pelanggaran disiplin kerja sesuai dengan perjanjian kerja; 

 
KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kerja diatur tersendiri 

dengan surat perjanjian kerja; 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

KELIMA : Pengangkatan tenaga kerja ini tidak menjadi jaminan untuk 
diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil; 

 
KEENAM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 

Anggaran 2025 pada Sub kegiatan dengan kode rekening sebagai 
berikut :  

 

No Sub Kegiatan 
Kode Sub 

Kegiatan 

Kode 

Rekening 

1. Penanganan sampah 

melalui pemrosesan akhir 
sampah di TPA/TPST 

kabupaten/kota atau 
TPA/TPST Regional 

2.11.11.2.01.0020 Belanja 

Jasa Tenaga 
Kebersihan 

/ 
5.1.02.02.01

.0030 
 

KETUJUH : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan 

 
 

Ditetapkan di Nunukan 
pada tanggal  02 Januari 2025 
PENGGUNA ANGGARAN, 

 
 

  
 
 

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M 
Pembina Utama Muda / IV.c 

NIP. 19661008 199903 1 007 
 

 
Tembusan : 
1. Bupati Nunukan di Nunukan;  

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan; 

3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan; 

4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan; 

5. Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan di Nunukan. 

ASUS
Placed Image



 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482 

Telp / WA : 085247048967 
Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com 

 

 

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN 
NOMOR : P / 174 / DLH.188.45  

  

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN  

NOMOR : P / 010 / DLH.188.45 TENTANG PENGANGKATAN DAN 

PENEMPATAN TENAGA KERJA SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN ATAU 
PEKERJA PERSAMPAHAN DI PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025 

                                                                                

PENGGUNA ANGGARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, maka dipandang 
perlu untuk mengangkat dan menempatkan tenaga kerja 
sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau 
Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan;  
 

  b.  bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan persampahan di 
Kabupaten Nunukan diperlukan pengangkatan dan 

penempatan 2 (dua) orang tenaga kerja sebagai pekerja 
persampahan, 2 (dua) orang sebagai pekerja TPA/mobil dump 
truck/amroll; 
 

  c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 
melaksanakan tugas yang dimaksud; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan                                        
Nomor :  P / 010 / DLH.188.45 tanggal 02 Januari 2025 
tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai 
Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau 
Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025. 

      
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan,  Kabupaten Malinau,  Kabupaten Kutai 
Barat,  Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3962) 
sebagaimana telah diubah Undang – Undang  Nomor 7 Tahun 
2000 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 47 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4578); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4614); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 
 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A 
Nomor 04); 

 
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Nunukan Nomor 1); 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun 2024 Nomor 9); 
 

  14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 60 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan 
Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. 

    
 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 
 

  2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Nunukan; 
 

  3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 
2024 Nomor 4); 

 
  4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor  1 Tahun 2025 tanggal                

02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran                 
Tahun 2025; 
 

  5. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan Nomor :  P / 010 / DLH.188.45 tanggal 

02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penempatan 
Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja 
Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun                        
Anggaran 2025. 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Nunukan Nomor :  P / 010 / DLH.188.45 tanggal 
02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga 
Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di 
Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 

 
KEDUA : Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan gaji/upah 

dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini; 
 

KETIGA : Tenaga Kerja wajib mentaati disiplin kerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi tenaga kerja 
yang tidak mentaati disiplin kerja dikenakan sanksi atas 
pelanggaran disiplin kerja sesuai dengan perjanjian kerja; 
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